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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Atas penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat 

disimpulkan bahwa isi Pasal 2 Undang-undang Negara Republik Indonesia Noor 44 

Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyebutkan bahwa, Rumah Sakit memiliki 

fungsi sosial masih harus diperhatikan lagi melihat banyak kasus pasien tidak mampu 

yang belum terlayani dalam mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai haknya. Pasal 

21 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit yang berbunyi  bahwa Rumah Sakit Privat yang berbentuk Perseroan Terbatas 

atau Persero bertujuan dalam mencari keuntungan juga masih  kurang relevan, 

terutama saat berhadapan dengan pasien tidak mampu. Demi menjaga kelangsungan 

rumah sakit yang berbentuk Perseroan Terbatas, tidak dapat dipungkiri, pendapatan 

atau income harus ada dan didapatkan setiap tahunnya, tetapi alangkah lebih 

bijaksana, apabila setiap rumah sakit privat seiring sejalan dalam melaksanakan 

kepentingannya untuk mendapatkan keuntungan atau profit, tanpa harus 

mengesampingkan fungsi sosial, terutama bagi pasien tidak mampu. 

Rumah Sakit Happy Land Medical Centre dalam  melayani pasien tidak mampu, 

menerima pasien yang meggunakan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat 

(Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), dan Jaminan Kesehatan Sosial 

(Jamkesos). Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Happy Land Medical Centre 

dengan melayani melalui program kesehatan bagi pasien tidak mampu yang dibuat 

oleh Pemerintah, bukan sebagai bentuk sosial dari Rumah sakit Privat yang berbentuk 

Perseroan Terbatas atau Persero. Sebagai rumah sakit privat yang berbentuk Perseroan 

Terbatas atau Persero yang memiliki tujuan mencari keuntungan, seharusnya dapat 
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mengalokasikan dana sebagian dari keuntungannya untuk memberikan pelayanan 

kesehatan khusus bagi pasien tidak mampu tanpa harus mengandalkan program  

jaminan kesehatan bagi pasien tidak mampu yang dibuat oleh  Pemerintah. 

Dari segi Perlindungan Konsumen, tanggungjawab Rumah Sakit Privat yang 

berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero dalam  memberikan pelayanan kesehatan 

kepada pasien tidak mampu telah sesuai dengan Pasal 4 Huruf g Undang-undang 

Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

bahwa konsumen mempunyai hak untuk dilayani tanpa ada diskriminatif.  Undang-

undang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan bagi konsumen, 

terutama dalam hal ini adalah pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan 

yang diberikan oleh Rumah Sakit. 

Pemerintah dalam memberikan regulasi mengenai Rumah Sakit Privat masih 

belum jelas. Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 

2009 tentang Rumah Sakit sejauh ini mengatur tentang Rumah Sakit pada umumnya. 

Pengertian, fungsi, tugas, dan tanggungjawab Rumah Sakit Privat dalam Undang-

undang Rumah Sakit masih belum jelas dan spesifik, sehingga menimbulkan 

ketidakjelasan.  

B. Saran 

1. Sebaiknya Pemerintah segera membuat Undang-undang khusus yang mengatur 

mengenai Rumah Sakit Privat sehingga dapat menjadi jelas tentang arti, fungsi, 

tugas dan tanggungjawab Rumah Sakit Privat itu sendiri. Regulasi yang dibuat 

bertujuan agar Rumah Sakit Privat, berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero 

yang bertujuan mencari profit dapat seiring berjalan dengan fungsi sosial yang 

harus diemban oleh Rumah Sakit semestinya. 

 

 



68 
 

 
 

2. Sebaiknya lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang ada, dapat menjadi 

wadah, tidak hanya terhadap konsumen yang dirugikan oleh barang produksi dari 

pelaku usaha, tetapi juga dapat menjadi wadah bagi pasien yang dalam hal ini 

adalah konsumen jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit. 

3. Sebaiknya pihak Rumah Sakit Privat dapat memperhatikan lagi kebutuhan pasien, 

terutama pasien tidak mampu, dengan cara membuat program khusus yang 

disisihkan dari dana keuntungan yang di dapat, agar pasien tidak mampu yang 

akan mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Privat terpenuhi hak-

haknya sebagai pasien. 
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